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Zakat profesi merupakan bagian dari objek zakat kontemporer yang telah
mendapat perhatian dalam regulasi nasional maupun kelembagaan, seperti
Peraturan Menteri Agama, Peraturan Daerah, dan Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung (SE SEKMA) Nomor 6 Tahun 2023. Namun, implementasi
kebijakan zakat profesi di lingkungan ASN, khususnya di peradilan agama, belum
berjalan optimal karena perbedaan pemahaman fighiyah, hambatan administratif,
serta ketidakharmonisan regulatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan
Selatan yang meliputi 13 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama,
menggunakan pendekatan normatif-empiris melalui  studi  kepustakaan,
dokumentasi hukum, kuisioner, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki penghasilan
bruto di atas Rp7.000.000, sehingga memenuhi syarat wajib zakat menurut nisab
zakat profesi. Namun, terdapat perdebatan dalam praktik karena sebagian ASN
lebih memilih pendekatan netto dalam menghitung zakat, yakni setelah dikurangi
pajak dan kebutuhan pokok. Di sisi lain, implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun
2023 terbentur pada lemahnya koordinasi dengan BAZNAS daerah, kurangnya
sosialisasi teknis, serta belum adanya ketentuan eksplisit dalam regulasi lokal
mengenai mekanisme pemotongan otomatis. Temuan ini menunjukkan adanya
disharmoni antara regulasi pusat dan daerah. Analisis dengan Teori Kolaborasi
Antar-Lembaga (Barbara Gray) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme
koordinasi struktural antara Mahkamah Agung, peradilan agama, dan BAZNAS
menjadi faktor penghambat utama implementasi kebijakan. Sedangkan berdasarkan
Teori Kepatuhan (Herbert C. Kelman), mayoritas ASN menunjukkan kepatuhan
bersifat identification—yakni tunduk karena dorongan struktural dan keteladanan
pimpinan—dan belum mencapai tahapan internalisasi. Padahal secara figh,
terutama dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) yang dominan di wilayah ini, zakat
profesi telah diakui sebagai kewajiban. Namun persepsi bahwa zakat lebih afdhal
disalurkan langsung kepada mustahik masih kuat, mengindikasikan belum
optimalnya legitimasi sistem distribusi formal. Dengan demikian, reformulasi
kebijakan zakat profesi sangat diperlukan, baik dari segi substansi hukum maupun
strategi pelaksanaan. Penguatan komunikasi antar-lembaga, edukasi zakat berbasis
nilai, serta standardisasi mekanisme pemotongan zakat berbasis penghasilan netto
menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan regulasi
zakat profesi di lingkungan ASN peradilan agama.
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Professional zakat is a category of contemporary zakat that has gained increasing
attention in both national and institutional regulations, including ministerial
decrees, regional regulations, and the Circular Letter of the Secretary of the
Supreme Court (SE SEKMA) No. 6 of 2023. However, the implementation of
professional zakat among civil servants, particularly within the religious court
system, remains suboptimal due to diverse interpretations of its obligation—both
from a figh (Islamic jurisprudence) and administrative perspective—as well as
regulatory disharmony. This study, conducted across 13 Religious Courts and 1
High Religious Court in South Kalimantan, employs a normative-empirical
approach, utilizing legal document analysis, questionnaires, and interviews to
explore the policy implementation realities.

Findings reveal that the majority of civil servants (ASN) earn a gross income above
IDR 7,000,000, thus meeting the zakat nisab threshold. Nevertheless, discrepancies
arise in the application, with many preferring the net income approach—deducting
taxes and basic needs—when calculating zakat obligations. The implementation of
SE SEKMA No. 6 of 2023 is further hindered by weak institutional coordination
with local BAZNAS offices, limited technical outreach, and the absence of clear
regional regulations stipulating automatic zakat deductions. These issues highlight
a structural gap between national and local regulatory frameworks. Using Barbara
Gray’s Theory of Inter-Organizational Collaboration, the lack of structural
coordination among the Supreme Court, religious courts, and BAZNAS emerges as
a critical obstacle to effective implementation. From the perspective of Herbert C.
Kelman’s Theory of Compliance, most ASN responses fall under the category of
identification—compliance driven by organizational influence and leadership—
rather than internalization, where zakat values are fully integrated into personal
beliefs. This is noteworthy considering the predominance of Nahdlatul Ulama (NU)
affiliation among ASN, an organization that doctrinally supports the obligation of
professional zakat. However, perceptions that direct giving to mustahiq (zakat
recipients) is more virtuous indicate that the institutional zakat system lacks optimal
legitimacy. Therefore, reformulating professional zakat policy is necessary, both in
terms of legal substance and implementation strategy. Strengthening inter-agency



communication, value-based zakat education, and standardizing zakat deduction
mechanisms—especially those aligned with net income calculations—are essential
for enhancing the effectiveness and sustainability of professional zakat regulation
among ASN in the religious court system.
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